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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Negara sebagai pemegang utang pajak mempunyai hak mendahulu 

dalam pelunasannya atas harta pailit sesuai dengan yang diatur dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Indonesia sebagai Negara yang sedang 

berkembang sangat membutuhkan penerimaan pajak sebagai sumber 

pendanaan bagi pembangunan. Oleh karena itu pemenuhan 

pembayaran terhadap tagihan pajak harus didahulukan dari pada 

pembayaran terhadap Kreditur-kreditur lainnya dalam kepailitan guna 

memenuhi pendanaan kinerja pemerintah. 

2. Penyelesaian hak mendahulu Negara atas harta pailit dijalankan 

melalui proses pencocokan utang yang dilakukan oleh kurator. 

Menurut Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, keberatan atas kepututas kurator diselesaikan 
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oleh hakim dalam Pengadilan Niaga. Prosedur ini mengakibatkan 

utang pajak dianggap menundukkan diri terhadap Undang-undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga 

utang pajak disamakan dengan utang niaga lainnya. Utang pajak 

adalah utang yang timbul dari perundang-undangan sehingga memiliki 

perbedaan sangat mendalam dari utang perdata yang timbul akibat 

adanya kontrak atau perjanjian. Dengan demikian, proses pelunasan 

terhadap tagihan pajak pun harus berbeda dengan tagihan terhadap 

utang perdata. Utang pajak mempunyai unsur memaksa untuk dilunasi 

sehingga utang pajak mempunyai mekanisme atau prosedur sendiri 

dalam proses pelunasaannya sebagaimana diatur dalam Undang-

undnag Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-

undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diberikan saran-saran sebagi 

berikut: 

1. Pemerintah harus menciptakan peraturan yang lebih tegas guna 

menetapkan utang pajak sebagai utang yang istimewa dan harus 

dilakukan, sehingga tidak bertentangan dengan kreditur pemegang 

hak jaminan, utang upah buruh, dan imbalan jasa kurator. 
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2. Pemerintah harusnya membuat aturan baru dalam upaya 

mendapatkan pembayaran dari tagihan pajak diantaranya menetapkan 

bahwa penyelesaian utang pajak adalah melalui Pengadilan Pajak dan 

bukan melalui Pengadilan Niaga sehingga utang pajak tidak tunduk 

terhadap Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Pemerintah melalui Direktorat Harmonisasi 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mengkaji dan melakukan 

harmonisasi terhadap peraturan-peraturan yang memiliki pengaturan 

ganda dan menciptakan penafsiran yang bertolak belakang antara 

pihak-pihak sehingga menimbulkan kerancuan hukum. 
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